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KARANGANYAR (KR)
- Aparat Polres bersama
Kodim 0727 Karanganyar
menggelar patroli skala
besar pascaproses pemu-
ngutan suara Pemilu
2024, Rabu (14/2). Patroli
yang melibatkan 60 per-
sonel gabungan polisi dan
prajurit TNI itu menyisir
segjumlah kawasan di
Bumi Intanpari. Pasukan
patroli bertolak dari Mako
Polres Karanganyar
menuju pos terpadu Alun-
alun Karanganyar sampai
simpang empat Sroyo
Jaten.

Setelah itu, rombongan

PJ BUPATI APRESIASI PEMILU DI KARANGANYAR

Satgas Lakukan Pengamanan Skala Besar

Koramil Tasikmadu ke
arah PG Tasikmadu dan
simpang empat Papahan.
Selanjutnya kembali di
Mako Polres Karang-
anyar. Pasukan bersepeda
motor dan mobil patroli
itu mengamati suasana di
area TPS yang dilintasi
serta untuk mengantisi-
pasi kemungkinan adanya

pembuat onar.
Kapolres Karanganyar
AKBP Jerrold HY

Kumontoy mengatakan,
patroli bersama ini untuk
menjaga  kondusivitas
kamtibmas di Kabupaten
Karanganyar. “kita

lain menjaga kamtibmas,

memberikan rasa aman

patroli ini juga untuk kepada masyarakat sela-

ma proses Pemilu 2023,
sekaligus memantau kon-

disi dari semua aspek.
Kapolres juga minta ma-
syarakat agar turut serta
dalam menjaga keaman-
an dan ketertiban di
wilayah Kabupaten Ka-
ranganyar.

Sementara itu, Penjabat
(Pj) Bupati Karanganyar
Timotius Suryadi men-
gapresiasi masyarakat
yang telah menggunakan
hal pilih di TPS. Ia
bersama rombongan
forkopimda  mengecek
pelaksanaan di tiga TPS,
yakni di Dagen Jaten,

hasil koordinasi dengan
KPU Karanganyar, persi-
apan seluruh logistik dan
peralatan tahapan
pemungutan  maupun
penghitungan suara su-
dah terdistribusi dengan
baik. Bahkan, sudah dise-
diakan logistik cadangan
bila terjadi hal yang tidak
diinginkan. “Secara
umum, pelaksanaan pro-
ses pemungutan suara di
Kabupaten Karanganyar
berlangsung aman dan
lancar. Antusiasme ma-
syarakat untuk menggu-

melanjutkan patroli ke

melaksanakan peman-

arah Simpang empat tauan pasca kegiatan pen-
Acidatama Kebakkramat, tahapan terakhir yaitu pe-
Simpang empat Ke- mungutan dan penghitun-
bakkramat, Jalan Ke- gan sementara dari

bakkramat Tasikmadu,
melintasi simpang tiga

DI KABUPATEN PURBALINGGA

1 TPS Akan Gelar PSU

PURBALINGGA (KR) - Dua warga kabupa-
ten Bogor mencoblos di TPS 01 desa Timbang ke-
camatan Kejobong Purbalingga, Rabu (14/2).
Kedua orang yang ditengarai pasangan suami-
istri itu tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih
Tambahan (DPTb) di TPS setempat.
Dijadwalkan, TPS 01 Desa Timbang akan melak-
sanakan pemungutan suara ulang (PSU),
Minggu (18/2).

“Yang bersangkutan warga Purbalingga dan
berdomisili di desa Timbang. Tetapi di KTP, ala-
matnya di Kabupaten Bogor,” kata Ketua KPU
Purbalingga, Zamaahsari, Kamis (14/2). Karena
sehari-hari tinggal di Desa Timbang, petugas
KPPS tidak memeriksa dengan teliti KTP warga
tersebut. Identitasnya baru terungkap setelah di-
umumkan adanya dua pemilih dalam daftar pe-
milih khusus (DPK).

“Saat itulah ada saksi yang meminta petugas
mengecek KTP. Kemudian baru ketahuan kalau
pasangan suami-istri itu ber-KTP Bogor,” jelas-
nya. (Rus)-f

pemilu 2024,” tandasnya.
Menurut Kapolres, se-

KR-Abdul Alim
Satgas Pasukan Pengamanan Pemilu di Karanganyar siap melakukan pa-
troli setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

persen.

Timotius mengatakan,

meyakini partisipasi pe-
milih pada Pemilu 2024
ini mencapai di atas 80

Serut Sroyo dan nakan hak suaranya di
Karanganyar Kota. Karanganyar cukup ting-
Berdasar pantauandi tiga gi,” tandasnya sambil
sampel TPS itu, Timotius menyebutkan, dalam

Pemilu 2024 ini di
Kabupaten Karanganyar
ada 3.200 TPS, dengan pe-
milih sekitar 770 ribu
orangh. Lim)-f

KPU TUNGGU SURAT DARI PPK KARTASURA

1 TPS di Sukoharjo Potensial PSU

SUKOHARJO (KR) - Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Suko-
harjo masih menunggu surat res-
mi dari Panitia Pemilihan Keca-
matan (PPK) Kartasura terkait
rencana Pemungutan Suara
Ulang (PSU) Pemilu 2024 di
Tempat Pemungutan Suara (TPS)
32 Desa Makambhaji Kecamatan
Kartasura. Surat ditunggu seba-
gai laporan resmi sekaligus untuk
memutuskan kemungkinan PSU
dan waktu pelaksanaanya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Sukoharjo,
Syakbani Eko Raharjo, Jumat
(16/2) mengatakan sudah mende-
ngar kejadian di TPS 32 Desa
Makambhaji Kecamatan Kartasura
saat proses pemungutan suara
Pemilu 2024, Rabu (14/2) lalu.

Informasi tersebut nantinya akan
disinkronkan dengan keterangan
dari PPK Kartasura. Karena itu,
KPU Sukoharjo sampai sekarang
masih menunggu surat dari PPK
Kartasura. “Ada usulan untuk di-
lakukan PSU Pemilu 2024 di TPS
32 Desa Makamhaji Kecamatan
Kartasura. Kami masih menunggu
surat resmi dari PPK,” tandas
Syakbani.

Menurutnya, KPU Sukoharjo
juga sudah berkoordinasi dengan
pihak terkait seperti Badan Peng-
awas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Sukoharjo. Koordinasi dilakukan
mengingat Bawaslu Sukoharjo
yang mengusulkan agar di-
lakukan PSU.

Sebelumnya, komisioner Ba-
waslu Sukoharjo Eko Budiyanto

mengungkapkan, kemungkinan
pemungutan suara di TPS 32
Desa Makambhaji Kecamatan Kar-
tasura harus diulang karena ada
temuan dugaan pelanggaran. Dua
pemilih tidak terdaftar dalam
Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan
tidak terdaftar dalam Daftar
Pemilih Tambahan (DPTb) serta
tidak mendapat undangan resmi
dari Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara (KPPS), na-
mun tetap mengikuti pemu-
ngutan suara.

Hal itu diketahui dari hasil
pengawasan Bawaslu Sukoharjo
saat pemungutan suara Pemilu
2024, Rabu (14/2), di TPS 32 Desa
Makamhaji Kecamatan Karta-
sura.

Dalam pengawasan di TPS 32

Desa Makambhaji Kecamatan Kar-
tasura. Dua pemilih tersebut ha-
nya menggunakan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) saat menggu-
nakan hak pilih. Kedua orang
tersebut warga dengan KTP Peka-
longan dan Wonosobo. Setelah me-
nemukan kejadian tersebut, Ba-
waslu Sukoharjo melakukan ka-
jian. Hasilnya, kejadian tersebut
berpotensi untuk dilakukan PSU.
“Potensi digelar PSU sangat be-
sar dan PSU akan dilakukan un-
tuk pemungutan suara Pilpres
dan DPD. Melihat pengalaman se-
belumnya pada pelaksanaan
Pemilu di Kabupaten Sukoharjo
pernah dilakukan PSU. Seperti
pada Pemilu 2019 di wilayah
Kecamatan Weru,” ungkap Eko
Budiyanto. (Mam)-f

HUKUM

Usai Amankan Pemilu, Petugas Limmas Meninggal

TUNTASKAN KASUS MAFIA TANAH KAS DESA

Kejati DIY Dapat Apresiasi dari JPW

YOGYA (KR) - dJogja Corruption
Watch (JCW) mengapresiasi kinerja
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY dalam
menuntasan kasus dugaan mafia tanah
kas desa (TKD) di ketiga kalurahan di
Kabupaten Sleman. Ketiga kalurahan
Caturtunggal,
Maguwoharjo dan Candibinangun.
Teranyar Lurah Candibinangun berini-
sial SM ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus dugaan korupsi Tanah Kas

tersebut yakni

Desa (TKD).

Koordinator  Divisi

Korupsi Yogyakarta.

“Sementara persidangan mantan Lu-
rah Maguwoharjo masih berproses di
Pengadilan Negeri Tindak Pidana Ko-
rupsi Yogyakarta,” ungkap Baharudin.

Pengaduan
Masyarakat dan Monitoring Peradilan
JCW, Baharuddin Kamba, mengung-
kapkan kasus dugaan korupsi TKD di
Kabupaten Sleman ini menarik perha-
tian publik karena sudah dua mantan
lurah di proses hukum yakni mantan
lurah Caturtunggal yang mengajukan
banding di Pengadilan Tinggi DIY atas
vonis 8 tahun penjara pada tingkat per-
tama Pengadilan Negeri Tindak Pidana

JCW meminta pihak Kejati DIY un-
tuk menelusuri ada atau tidaknya alir-
an uang pada perkara yang menjerat
Lurah Candibinangun tersebut, karena
kecil kemungkinan aliran dana dalam
perkara dugaan penyalahgunaan TKD
di Kalurahan Candibinangun hanya
dinikmati tersangka SM saja, tapi patut
diduga aliran uang mengalir ke pihak
lain juga turut serta menikmatinya.

“Ini yang perlu ditelusuri, kasus ko-

rupsi itu pelakunya tidak tunggal.

menelusuri

Artinya kasus dugaan korupsi yang ter-
jadi selama ini tidak berdiri sendiri.
Pihak Kejati DIY sangat perlu untuk

dugaan keterlibatan

perangkat Kalurahan apakah terlibat
atau tidak,” jelasnya.

Baharudin menambahkan, selain itu
perlu juga ditelusuri asal-usul tanah
yang dijadikan obyek penyidikan oleh
Kejati DIY sehingga Lurah Candibi-
nangun ditetapkan sebagai tersangka.

“Tiga kasus dugaan penyalahgunaan

TKD di Kabupaten Sleman, membuk-
tikan bahwa lemahnya pengawasan da-
lam hal penggunaan dan pemanfataan
tanah kas desa,” pungkasnya.

(Zie)-d

Tabrak Truk, Pak Guru Tewas

KARANGANYAR
(KR) - Seorang pengen-
dara sepeda  motor

meninggal dunia usai
menabrak truk yang
sedang berhenti karena
mogok di ruas Jalan
Lawu di Karangpandan,
tepatnya depan Kopi
Perjuangan Pandan
Kidul, baru-baru ini.

Korban bernama Hang-
ga Brian Maladi (33) se-
orang guru di SMK Mu-
hammadiyah 3 Karang-
anyar. Ia mengendarai
sepeda motor Yamaha
Nmax Nopol AD 4186
AOF.

Korban mengalami lu-
ka serius di bagian

kepala, menghembuskan
nafas terakhir dalam per-
jalanan menuju rumah
sakit.

Kasi Humas Polres Ka-
ranganyar, AKP Imam,
mengatakan kecelakaan
lalulintas (lakalantas)
tunggal terjadi sekitar
pukul 19.35. Saat kejadi-
an, truk Nopol AD 8744
OF dikendarai Tukiran
(40) warga Randusari
Slogohimo Wonogiri,
mengalami kerusakan
pada penggerak roda
atau gardan. Truk ini
berhenti di jalan meng-
hadap arah ke
timur/Tawangmangu.

Kemudian dari arah

yang sama melaju sepeda
motor yang dikendarai
korban. Diduga korban ti-
dak mengetahui ada truk
berhenti. Naasnya motor
korban menabrak bagian
belakang truk dan ter-
jadilah lakalantas.

Saat dievakuasi, kon-
disi Brian Maladi meng-
alami luka parah, se-
dangkan sepeda motor
mengalami ringsek ba-
gian depan. “Korban sam-
pai terpental dan meng-
alami luka parah diba-
gian kepala. Pengendara
sepeda motor ini mening-
gal dunia saat perjalanan
ke rumah sakit,” jelas-
nya. (Lim)-d

SLEMAN (KR) - Sehari setelah mendapat tugas mengaman-
kan pemungutan suara Pemilu 2024, seorang petugas Satuan
Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sleman, mening-

gal dunia.

Ketua Divisi Perenca-
naan, Data dan Infor-
masi KPU DIY, Zaenuri
Ikhsan, Jumat (16/2),
menuturkan petugas lin-
mas atasnama Sukidi
yang bertugas di TPS 1
Bulus Kidul Candibi-
nangun, Pakem Sleman,
meninggal pada Kamis
(15/2). “Saya mendapat
informasi-nya tadi ma-
lam,” jelasnya.

Menurut Zaenuri, KPU
DIY akan mengirimkan
tim untuk menggali in-
formasi lebih jauh me-
ngenai penyebab mening-
galnya salah satu petu-

gas pengamanan TPS
tersebut. “Nanti akan
ada tim khusus untuk
menggali informasi lebih
jauh,” uyjar dia.

Zaenuri memastikan
hak petugas yang me-
ninggal dunia bakal ter-
penuhi. KPU DIY segera
mengupayakan pemberi-
an santunan bagi keluar-
ga petugas linmas yang
meninggal dunia setelah
berkoordinasi sesuai per-
setujuan KPU RIL

“Nanti kami per-
juangkan untuk menda-
pat santunan karena su-
dah ada besaran yang

diberikan kepada keluar-
ga yang meninggal.
Nanti perlu pendataan
karena untuk menyiap-
kan anggaran harus
seizin KPU RI” tu-
turnya.

Dari keseluruhan ang-
gota badan adhoc KPU
yang bertugas di 11.932
TPS yang tersebar di 438
desa pada 78 kecamatan,
Zaenuri menyebut kasus
petugas meninggal dunia
baru kali pertama di DIY
untuk Pemilu 2024.
“Baru ini di DIY yang ka-
mi dapat informasi-nya,”
ujarnya.

Menurut Zaenuri, jum-
lah petugas pengamanan
pemilu disebar sama rata
di seluruh TPS dengan
menempatkan masing-
masing dua orang petu-
gas linmas. “Cuma yang
membedakan  adalah
banyak sedikitnya pemi-
lih.

“Kan ada yang jumlah
pemilihnya maksimal
dan ada yang tidak begi-
tu banyak,” jelasnya.

Koordinator Divisi
Sosialisasi, Pendidikan
Pemilih, Partisipasi

Masyarakat, dan SDM
KPU DIY, Sri Surani,
menambahkan seluruh
petugas Satlinmas dalam
menjalankan tugasnya
dilindungi jaminan kese-
hatan melalui program
BPJS Kesehatan. (Zie)-f

DUGAAN PELANGGARAN PEMILU KEMENTAN
Bawaslu Bantul Belum Bisa Melanjutkan

BANTUL (KR) - Ba-
waslu Bantul menyam-
paikan hasil kajian du-
gaan pelanggaran pemilu
pada kegiatan Kemen-
terian Pertanian (Kemen-
tan) yang dilaksanakan
di Stadion Sultan Agung
pada tanggal 24 Januari
lalu.

Ketua Bawaslu Bantul,
Didik Joko Nugroho,
Jumat (16/2), menu-
turkan pihaknya telah
melakukan serangkaian
upaya pemanggilan ter-
hadap terlapor, para sak-
si dan ahli untuk me-
nguatkan proses dugaan
pelanggaran ini.
Pemanggilan telah di-
lakukan kepada para
saksi sebanyak 8 orang
serta pihak terlapor.

“Tapi sampai dengan
dilakukan pemanggilan
sebanyak 2 kali, ada be-
berapa saksi serta terla-
por yang tidak hadir da-

lam pengumpulan kete-
rangan ini,” jelasnya.

Diakui, dalam pemang-
gilan ini merujuk pada
UU No 7 Tahun 2017 dan
ada keterbatasan yang
dihadapi oleh Bawaslu
Bantul bahwa setelah di-
lakukan pemanggilan se-
banyak 2 kali tidak bisa
dilakukan pemanggilan
secara paksa.

Didik menambahkan
dari 8 saksi yang dipang-
gil oleh Bawaslu Bantul
yang hadir sebanyak 4
orang antara lain dari
Dinas pertanian Bantul,
Dinas Pertanian DIY,
Protokol Pemkab Bantul
termasuk Bupati Bantul,
Abdul Halim Muslih,
yang pada saat itu diun-
dang sebagai bupati.

Sedangkan 4 saksi
yang lain tidak hadir ter-
masuk di antaranya
Caleg DPR RI meskipun
sudah dilakukan pe-

manggilan sebanyak 2
kali. “Sesuai dengan
Perbawaslu No 7 Tahun
2022 tentang penangan-
an temuan dan laporan
pelanggaran pemilu da-
lam hal ada unsur-unsur
yang belum memenuhi
bukti kuat dalam pelang-
garan pemilu didasarkan
keterangan para saksi
maka proses penanganan
dugaan pelanggaran di-
hentikan,” paparnya.

Sementara Kordiv
Penanganan
Pelanggaran Bawaslu

Bantul, M Rifgi Nugroho,
menambahkan dugaan
pelanggaran Kementan
RI di Stadion Sultan
Agung adalah temuan
dari Bawaslu Bantul.
Dari hasil pembahasan
memang ada potensi pa-
da pelanggaraan tindak
pidana pemilu terkait de-
ngan kegiatan yang
menguntungkan atau

merugikan
pemilu.

Hal ini karena pada
saat itu ada caleg DPR RI
yang hadir dan mem-
berikan statmen dalam
kegiatan tersebut. Tapi
dalam proses klarifikasi
yang telah berjalan cu-
kup panjang ada ken-
dala, karena ketidakha-
diran saksi-saksi kunci
yang berasal dari penye-
lenggara kegiatan dalam
hal ini Kementerian
Pertanian RI.

Mengingat terbatasnya
kewenangan Bawaslu
Bantul dalam upaya pe-
manggilan ini, serta ter-
batasnya  keterangan
saksi yang hadir maka
Bawaslu Bantul menyim-
pulkan kasus dugaan pe-
langgaran pemilu dalam
kegiatan Kementerian
Pertanian belum bisa di-
lanjutkan kepada proses
berikutnya. (Jdm)-d

peserta



